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Menimbang

Mengingat

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA,

1.

bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal
120 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum, perlu menetapkan
Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum mengenai
Pengawasan Kampanye, Distribusi Logistik,
Pemungutan dan Penghitungan serta Rekapitulasi
Hasil Perolehan Suara Pemilihan Umum di Luar Negeri
dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Tahun 2014;

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
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Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5316);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pengawasan Pemilihan
Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 1080);

4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14
Tahun 2012 tentang Tata Cara Pelaporan dan
Penanganan Pelanggaran Pemilihan Umum Anggota
Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1081)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan
Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas
Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Pelaporan dan Penanganan Pelanggaran
Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat,
Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 588);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN

UMUM TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN
PEMILIHAN UuMUM ANGGOTA DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT TAHUN 2014 DI LUAR

NEGERI.
BAB |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum ini yang dimaksud
dengan:
1. Pemilihan Umum selanjutnya disingkat Pemilu, adalah sarana

pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
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Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Dewan Perwakilan Daerah,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Pemilu untuk memilih
anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

Dewan Perwakilan Rakyat selanjutnya disebut DPR, adalah Dewan
Perwakilan Rakyat sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
Dasar Republik Indonesia tahun 1945.

Penyelenggara Pemilu adalah lembaga yang menyelenggarakan Pemilu
yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas
Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan
Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Presiden dan
Wakil Presiden secara langsung oleh rakyat, serta untuk memilih
gubernur, bupati, dan walikota secara demokratis.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah
lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan
mandiri yang melaksanakan Pemilu.

Panitia Pemilihan Luar Negeri yang selanjutnya disingkat PPLN adalah
panitia yang dibentuk oleh KPU untuk menyelenggarakan Pemilu di
Luar Negeri.

Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri yang
selanjutnya disingkat KPPSLN adalah kelompok yang dibentuk oleh
PPLN untuk melaksanakan pemungutan suara di tempat pemungutan
suara di Luar Negeri.

Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disingkat Bawaslu adalah
lembaga penyelenggara Pemilu yang Dbertugas mengawasi
penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Pengawas Pemilu Luar Negeri adalah petugas yang dibentuk oleh
Bawaslu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di luar
negeri

Pengawasan Pemilu adalah kegiatan mengamati, mengkaji,
memeriksa, dan menilai proses penyelenggaraan Pemilu sesuai
peraturan perundang-undangan.

Kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu untuk meyakinkan
para pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program peserta
pemilu.
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Pencegahan Pelanggaran adalah tindakan, langkah-langkah, upaya
mencegah secara dini terhadap potensi pelanggaran yang mengganggu
integritas proses dan hasil pemilu.

Penanganan Pelanggaran adalah serangkaian proses yang meliputi
temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi,
pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil
kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang untuk
ditindaklanjuti.

Pelapor adalah orang yang berhak melaporkan kasus dugaan
pelanggaran Pemilu yang terdiri dari warga Negara Indonesia yang
mempunyai hak pilih, pemantau Pemilu, dan/atau Peserta Pemilu.

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak
sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.

Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi
tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan
administrasi pelaksanaan Pemilu dalam  setiap  tahapan
Penyelenggaraan Pemilu.

Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau
kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana
diatur dalam undang-undang tentang Pemilihan Umum Presiden dan
Wakil Presiden dan undang-undang tentang Pemilihan Umum Anggota
DPR, DPD, dan DPRD.

Peserta Pemilu adalah partai politik untuk Pemilu Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan perseorangan
untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Daerah.

Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri yang selanjutnya disingkat
TPSLN, adalah tempat dilaksanakannya Pemungutan Suara Pemilu
Anggota DPR di luar negeri.

Saksi Peserta Pemilu yang selanjutnya disebut Saksi adalah Saksi dari
Partai Politik Peserta Pemilu yang mendapat surat mandat tertulis dari
Pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menyaksikan
Pemungutan dan Penghitungan Suara di TPSLN.

Pemantau Pemilu Luar Negeri meliputi lembaga swadaya masyarakat,
badan hukum, lembaga pemantau dari luar negeri, lembaga pemilihan
luar negeri, dan perwakilan negara sahabat di Indonesia, serta
perorangan yang mendaftar kepada KPU dan telah memperoleh
akreditasi dari KPU yang melakukan pemantauan pelaksanaan
tahapan penyelenggaraan Pemilu anggota DPR di luar Negeri.
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Drop Box adalah pelayanan pengumpulan Surat Suara yang
dilakukan oleh Petugas PPLN dengan cara mendatangi tempat Pemilih
berkumpul, bekerja, dan/atau bertempat tinggal dalam satu kawasan.

Hari adalah 1 x 24 (satu kali dua puluh empat) jam dalam hari
menurut kalender.

Pasal 2

Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa dalam proses
penyampaian materi kampanye yang dilakukan oleh Peserta Pemilu
dilakukan dengan cara:

a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang
Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

b. sopan yaitu menggunakan bahasa atau kalimat yang santun dan
pantas di tampilkan kepada umum;

c. tertib yaitu tidak mengganggu kepentingan umum;

d. mendidik yaitu memberikan informasi yang bermanfaat dan
mencerahkan pemilih;

e. bijak dan beradab yaitu tidak menyerang pribadi, kelompok,
golongan, atau Peserta Pemilu lain;

f. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta
jati diri bangsa;

g. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
h. meningkatkan kesadaran hukum;

i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung
jawab sebagai bagian dari pendidikan politik; dan

j. komunikasi politik yang sehat antara Peserta Pemilu dan/atau

calon anggota DPR dengan masyarakat.

Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa dalam setiap
pelaksanaan kampanye yang dilakukan tidak melanggar larangan
kampanye dan peraturan perundang-undangan.

Pasal 3

Pengawas Pemilu Luar Negeri memastikan bahwa perlengkapan
pemungutan suara dan dukungan perlengkapan lainnya telah
disiapkan oleh Penyelenggara Pemilu.

Pengawas Pemilu Luar Negeri melakukan pengecekan untuk
memastikan bahwa perlengkapan pemungutan suara dan dukungan
perlengkapan lainnya telah:
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